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PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022 serta dalam rangka tertib
administrasi dalam pelaksanaannya, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6787);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota



Menetapkan

Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4
Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintah.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar
Lampung.

Badan Layanan Umum  Daerah  yang
selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi
Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa  penyediaan = barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA.



BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

Pemerintah  Daerah  Kota Bandar Lampung
memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 3

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas:

a. PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi
daerah;

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) yang bekerja pada instansi daerah;

Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Pimpinan dan Anggota DPRD;

e. Pimpinan BLUD yang terdiri dari Dewan
Pengawas dan Pejabat Pengelola; dan

f. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada
instansi daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD.

a0

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b terdiri atas:

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

dan

e. tambahan penghasilan paling banyak 50%
(lima puluh persen) dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas
fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan,
atau kelas jabatannya.

pao o

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji
pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;



(3)

(4)

(5)

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

dan
e. tambahan penghasilan paling banyak 50%
(lima puluh persen) dengan

memperhatikan kemampuan kapasitas
fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan,
atau kelas jabatannya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur kedudukan
keuangan kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling
banyak sebesar akumulasi dari uang
repesentasi, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan pimpinan dan anggota
DPRD sesuai dengan kententuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak
keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bagi Pimpinan BLUD dan pegawai non-pegawai
ASN yang bertugas pada instansi daerah yang
menerapkan pola keuangan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
dan huruf f, paling banyak sebesar tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan
kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan,
pangkat, peringkat jabatan atau kelas
jabatannya setara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak
diberikan kepada PNS, dalam hal:

a.

b.

sedang cuti di luar tanggungan negara atau
sebutan lain; atau

sedang ditugaskan di luar instansi daerah yang
gajinya dibayar oleh instansi penugasan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan
paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, besaran yang
dibayarkan berdasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada bulan
April Tahun 2022.

Pasal 7

Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan
paling cepat pada bulan Juli Tahun
2022.

Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juli Tahun
2022.

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, besaran yang dibayarkan
berdasarkan komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan Juni Tahun
2022.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang dibayarkan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak
termasuk tunjangan  profesi atau
tunjangan khusus guru PNS, tambahan
penghasilan bagi guru PNS dan
tunjangan atau insentif yang
ditetapkan peraturan perundang-
undangan.



BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan
SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji
Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat tersendiri dan
terpisah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 13



